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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMORJ.? TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

bahwa berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;

. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2016 menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, maka diperlukan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2016;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
122).
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. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor_
137);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor
6);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2006 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2008 Nomor 11);
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja  Dinas Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2008 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2008 Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008
Nomor 14);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah  Kabupaten Pemalang Tahun 2008
Nomor 15);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2008 Nomor 21);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2009 Nomor 1),

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor
3);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2013 Nomor 9);

31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pemerintah  Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 21);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pemalang.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 merupakan
landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam
menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016.

Pasal 3

(1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari
BAB | PENDAHULUAN
BAB Il EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015
DAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN
KEDUA

BAB Il  RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2016

BAB VI PENUTUP.

(2 Uraian mengenai Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran | merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
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Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II,
Il dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1digunakan sebagai :

a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Kebijakan
Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Rencana
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2016;

b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyesuaian
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Rencana
Kerja Perubahan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2016;

c. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pemalang.

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal QD& Kasubag Sekretaris Kepala

PARAE Kasubld Badan Badan

SEKRETARIS DAERAH HIRAR
KABUPATEN PEMALANG 71 * |

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR

Sekda
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS
Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang 7
Tanggal 19 September 2016
Nomor 180/sor/ Hk
Sifat Segera
Lampiran 1 (Satu) Berkas
Perihal Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016

Yang telah diajukan oleh BAPPEDA Kabupaten Pemalang.
2. Koreksi ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATERH2EMALANG SETDA KABUPATEN PEMALANG
AUNUROFIQ, SH PUJZSUGIHARTO, SH
Pembina Utema Muda /embina Tingkat |
NIP. 19600122 198702 1 001 B NIP. 19670510 199603 1 002
PARAF HIRARKI
22 SEP' Kasubag
iior
cara¥

Jalan Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telp. (0284) 321068-321368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.go.id
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